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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Komunikasi & Komunikasi Massa

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 1993:5).

Salah satu dimensi komunikasi yakni komunikasi massa. Menurut Onong Uchjana Effendy dalam Dinamika Komunikasi, komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan.

Senada dengan hal tersebut di atas, Rakhmat menyimpulkan definisi komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Penekanan komunikasi massa sebagaimana dikatakan Alexis S. Tan (1981) bukan pada jumlah penerima melainkan kemampuannya dalam memproduksi pesan yang diterima pada saat yang bersamaan. Menurutnya:

“The communicator is a social organization capable of reproducing the message and sending it simultaneously to large number of people who are spatially separated” (Tan dalam Rakhmat, 2005:189)

Effendy (1993:15) mengemukakan ciri-ciri komunikasi massa sebagai berikut:

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah.

Tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan kata lain, komunikator tidak mengetahui tanggapan para pembacanya terhadap pesan atau berita yang disiarkannya itu. 

2. Komunikator pada komunikasi massa melembaga

Misalnya wartawan, penyiar televisi –dikarenakan media yang ia pergunakan adalah suatu lembaga- maka dalam menyebarluaskan pesan komunikasinya ia bertindak atas nama lembaga, harus sejalan dengan kebijakan perusahaan media yang diwakilinya. 

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum

Karena ditujukan kepada umum, pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum.

4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakkan 

Media massa mampu menghadirkan informasi yang diterima secara serempak oleh khalayak.

5. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen

Sasaran yang dituju sebagai khalayak berada pada tempat yang terpencar, tidak saling mengenal, tidak terdapat kontak pribadi, berbeda dalam hal: jenis kelamin, usia, agama, ideologi, agama, pekerjaan, pendidikan, pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan cita-cita dan sebagainya. 


Ciri-ciri tersebut juga terlihat dalam definisi komunikasi massa menurut Mulyana (2003:75) Menurutnya, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas (khususnya media elektronik).
2.2 Tinjauan tentang Komunikasi Politik

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara ) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada. (Budiardjo, 2002:8) 
Pentingnya studi komunikasi politik di saat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi semakin meningkat seperti sekarang ini, karena akan merupakan kontribusi kajian, di satu pihak bagi upaya melestarikan pancasila yang wajib didukung secara nyata oleh seluruh rakyat, di lain pihak bagi upaya menangkal penetrasi ideology lain yang dilancarkan komunikasi politik bangsa lain.
Komunikasi politik bukan hanya sekadar proses penyampaian suatu pesan mengenai politik oleh seseorang kepada orang lain. Bukan pula merupakan pengertian komunikasi plus atau ditambah pengertian politik.

Definisi komunikasi politik oleh Lord Windlesham dalam karyanya, what is political communication. Bunyinya sebagai berikut: 

“Political communication is the deliberate passing of a political message by a sender to a receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not ontherwise have done.”
“Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu.” (Effendy, 2000:158) 

Definisi komunikasi politik oleh Dan Nimo:

“Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under condition of conflict.”
“Komunikasi atau kegiatan yang dianggap politis atas dasar konsekuensi-konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku manusia dalam kondisi konflik.”

Dalam pengertian secara fungsional, perkataan ”politik” dari istilah ”politik komunikasi” menunjukkan proses perumusan kebijakan disertai pelaksanaannya bagi masyarakat (designates the process by which policies are made and carried out for a society). (Effendy, 2000:161) 

2.3 Tinjauan tentang Jurnalistik 

Soehoet (2003: 5) menyatakan, ilmu jurnalistik mempelajari penerapan dan pengertian-pengertian Ilmu Komunikasi Teoritika yakni cara penyampaian isi pernyataan dengan menggunakan media massa periodik Karenanya, ilmu jurnalistik disebut sebagai ilmu komunikasi praktika. 

Jurnalistik  berasal dari bahasa Belanda, jurnalistiek, yang dalam bahasa Inggrisnya, journalism. Baik jurnalistiek maupun journalism berasal dari bahasa Latin, yaitu diurnalis, artinya tiap hari. Sedangkan jurnal (Bahasa Inggris) artinya catatan peristiwa harian (Soehoet, 2003:6).

Onong (1993:160) mendefinisikan jurnalistik sebagai pengetahuan mengenai penyiaran catatan harian dengan segala aspeknya, yang meliputi teknik meliput hal-hal atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, mengolahnya menjadi berita dan menyebarluaskannya kepada khalayak.  

Jurnalisme diawali dan didasari oleh sikap ingin tahu. Goenawan Mohamad (dalam Kovach & Resentiel, 2004: xi) menganalogikannya dengan “sebuah batu pertama yang berlanjut menjadi fondasi sebuah lorong.” 

Kovach & Resentiel menyatakan bahwa jurnalisme hadir untuk membangun kewarganegaraan (citizenship). Ia ada untuk memenuhi hak-hak warga negara, untuk demokrasi. Di antara semua tujuan jurnalisme, tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Tugas berat itu harus dilaksanakan dengan memenuhi  sembilan elemen jurnalisme, yakni:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran

2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga.

3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.

4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita.

5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.

6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga.

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan.

8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.

9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Jurnalisme modern (Kovach & Rosentiel, 2004:17) mulai muncul pada awal Abad ke-17 dan betul-betul lahir dari perbincangan, terutama di ruang publik seperti kafe di Inggris, kemudian di pub, atau “kedai minum,” di Amerika. Pemilik bar menjadi tuan rumah dari perbincangan yang seru tentang orang-orang yang bepergian. Mereka sering mencatat apa yang mereka lihat dan dengar dalam buku perjalanan yang disimpan di ujung meja bar. Di Inggris, kafe mengkhususkan diri pada jenis informasi spesifik. Suratkabar pertama muncul dari kafe-kafe ini sekitar 1609, ketika percetakan mulai mengumpulkan berita perkapalan, gosip dan argumen politik dari kafe dan mencetaknya di atas kertas. 

2.3.1 Tinjauan tentang Jurnalistik Televisi

Televisi berasal dari kta tele yang berarti jauh, dan vision yang berarti penglihatan. Jika disatukan, maka artinya adalah penglhatan jauh. Jika diartikan secara harfiah, televisi adalah media yang bisa melihat keadaan yang jauh.
Menurut Effendy, televisi adalah paduan radio (broadcast) dan film (moving picture). Suatu program siaran televisi dapat dilihat dan didengar penonton karena dipancarkan oleh penonton (Effendy, 2000:174).
Dari pengertian di atas dapat diketahui televisi merupakan gabungan dari radio dan juga film. Para penonton di rumah tidak mungkin menangkap siaran televisi kalau tidak ada unsur-unsur radio, dan tidak mungkin melihat gambar-gambar yang bergerak pada layar itu jika tidak ada unsur-unsur film.

Dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 tentang penyiaran tahun 2002, menyebutkan penyiaran televisi adalah:

”media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”

Televisi sebagai salah satu media komunikasi yang paling diminati saat ini, memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh media komunikasi lainnya. Penggabungan antara unsur suara (audio) dan unsur gambar (visual) merupakan daya tarik dari sebuah televisi. Menurut Effendy dalam buku yang berjudul Ilmu, Teori, dan Filsafat komunikasi mengatakan bahwa:
Televisi mempunyai daya tarik yang kuat tak perlu dijelaskan lagi. Kalau radio mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur-unsur kata-kata, musik dan sound effect, maka televisi selain ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur-unsur berupa gambar. Dan gambar ini bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton. (Effendy, 2003:177) 

Ardianto dan Erdinaya dalam bukunya komunikasi massa suatu pengantar, mengatakan karakteristik televisi adalah:

a. Audiovisual 

Televisi memiliki kelebihan yakni dapat didengar sekaligus dilihat.
b. Berpikir dalam gambar

Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar. Pertama adalah visualisasi, yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Tahap kedua dari proses berpikir dalam gambar adalah pengambaran, yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa, sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

c. Pengoperasian lebih kompleks

Pengoperasian televisi siaran lebih kompleks dan lebih banyak meliatkan orang (Ardianto, 2004:128)
Hermin Indah Wahyuni dalam telaahnya tentang Televisi dan Intervensi Negara menyebutkan, seperti halnya media massa lainnya, televisi terlahir sebagai entitas yang mengakar pada lingkungan sosialnya yakni entitas bisnis, sosial, budaya, sekaligus merupakan sebuah entitas politik. (Wahyuni dalam Baksin, 2006:38).

Horison dan Robert B Summers mengelompokkan kepemilikan stasiun televisi pada tiga kategori yaitu:

1. Televisi Negara


Stasiun televisi yang fasilitas penyiarannyadimiliki oleh negara. 

2. Korporasi Otonom

Stasiun televisi dan peralatannya dimiliki oleh negara, namun program-program diproduksi oleh korporasi dan asosiasi milik swasta. 

3. Televisi Swasta

Stasiun penyiaran yang dimiliki oleh swasta dan dioperasikan sepenuhnya oleh perusahaan pribadi di bawah kendali pemerintah. 

Sebelum lahirnya era televisi di Indonesia kegiatan jurnalistik lebih mengarah pada kerja media cetak, maka setelah booming televisi di Indonesia, orang mulai melirik kegiatan jurnalistik televisi. 

Sebutan untuk orang-orang yang bekerja sebagai wartawan media elektronik adalah reporter. Padahal menurut Askurifai Baksin, sebutan wartawan, pewarta, dan reporter sama saja. Mereka bekerja mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita di media massa (Baksin, 2006:52). 

Menurut Roger Fidler setiap teknologi baru biasanya membutuhkan 30 tahun sampai diterima oleh sebagaian besar masyarakat. Maka, dalam pandangan Baksin, untuk televisi di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1962, titik awal perubahan yang meluas terjadi pada 1992 dan ditandai dengan munculnya beberapa stasiun televisi swasta. 

Dalam Jurnalistik Televisi Teori dan Praktek,  Baksin menuliskan sifat yang dimiliki media televisi, yakni:

· Proses pemancaran/transmisi

· Isi pesan audiovisual, dapat dibaca dan didengarsekilas sewaktu ada siaran.

· Tidak dapat diulang

· Dapat menyajikan peristiwa/ pendapat yang sedang terjadi

· Dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung/orisinal.

· Penulisan dibatasi oleh detik, menit dan jam

· Makna berkala dibatasi oleh detik, menit dan jam

· Distribusi melalui pemancar/transmisi

· Bahasa yang digunakan formal dan nonformal (bahasa tutur)

· Kalimat singkat, padat, sederhana, dan jelas

Sebagai bentuk media massa, sebuah stasiun televisi  tentulah perusahaan pers. Sumadiria (2005) menuliskan bahwa perusahaan pers harus memiliki standar profesi. Standar profesi dalam perusahaan merumuskan tata nilai yang dianut serta ukuran yang boleh dan tidak boleh dilakukan jajaran sumber daya manusianya.
Namun, stasiun televisi memiliki sejumlah problem yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Uni Lubis (dalam Membangun Kapasistas Media, 2006:83) mencatat situasi di Indonesia saat ini,sebagai berikut:

· Ada 10 TV swasta nasional, 1 TVRI, sedikitnya 60 TV swasta lokal siap beroperasi.

· UU Penyiaran No. 31/2002 membuka keran TV komunitas dan TV publik lokal.

· Khusus untuk 10 TV swasta nasional ada 1680 jam tayangan yang harus diisi setiap minggunya. Untuk produk jurnalistik 300 jam tayang per minggu dengan 1500-an SDM.

· Ada 10.000-an SDM yang bekerja langsung di TV swasta nasional. TV-TV lokal mempekerjakan rata-rata 20-100 karyawan.

· Hadirnya TV baru, atau pengembangan TV yang sudah eksis cenderung menyedot SDM TV yang sudah ada. Fenomena pembajakan terjadi. Standar kualitas penerimaan/rekrutmen SDM diturunkan untuk mengejar kebutuhan SDM.

· Sekolah penyiaran dalam dan luar negeri, termasuk dalam aspek jurnalistiknya, belum menghasilkan SDM yang siap pakai.

· Tuntutan masyarakat akan tayangan/program berkualitas, mencerdaskan. Masyarakat kian kritis terhadap program bermuatan violence, horror dan sex.

· Rambu-rambu bagi pekerja TV kian banyak dan ketat: UU Penyiaran, UU Pers, UU KUHP, UU Perlindungan Konsumen, P3SPS KPI, KEWI, IJTI, PPTV ATVSI. Ke depan ditambah dengan UU Antipornografi yang sedang dalam pembahasan.
2.4 Tinjauan tentang Efektifitas
Efektifitas merupakan kata sifat dari kata dasar efektif, yang mengandung arti berhasil atau tepat guna. Definisi efektifitas menurut Onong Uchjana adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. (Effendy, 1989:14)
Efektifitas merupakan sesuatu yang tercapai, ingin dicapai sesuai dengan apa yang telah dilakukan (Darmawan, 1992:8). Efektifitas merupakan suatu ukuran panjang yang menyatakan seberapa jauh target ( kualitas, kuantitas dan waktu ) telah dicapai, serta kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat (melakukan sesuatu yang tepat).

Komunikasi yang dilakukan dikatakan efektif jika sebagai komunikator berhasil menyampaikan suatu pesan. Komunikasi yang efektif adalah apabila komunikan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana dimaksudkan oleh pengirim. (Supratiknyo, 1995:34)

Dalam proses komunikasi, hal yang paling penting adalah pesan. Kiat mengirimkan pesan secara efektif menurut Johnson (1981) ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan mudah dipahami

2) Sebagai pengirim kita harus memiliki kredibilitas dimata penerima

3) Kita harus berusaha umpan balik secara optimal tentang pesan kata itu dalam diri penerima. Dengan kata lain kita harus memiliki kredibilitas dan terampil mengirimkan pesan. (Supratiknyo, 1995:35)
Onong Uchjana memaparkan bahwa kita memerlukan strategi dan perencanaan komunikasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi isi pesan. Ada beberapa jenis pesan, antara lain information message (pesan yang mengandung informasi), instructional message (pesan yang mengandung instruksi) dan motivational message (pesan yang berusaha mendorong). (Liliweri, 1997:20)

Komunikasi yang efektif menekankan bahwa kemampuan meningkatkan manfaat komunikasi antarpersona merupakan suatu keahlian istimewa ”tidak hanya bagi pengembangan diri dan keluarga, namun juga bagi peningkatan karir.” (Schien, 1978:77)

Makna lain  dari efektifitas yakni daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan yang mempengaruhi komunikan. Karena itu diperlukannya syarat-syarat agar komunikasi yang dilakukan efektif. Efektif atau tidaknya suatu komunikasi dapat diukur sebagai berikut:

1) Pemahaman

Penerimaan yang cermat akan kandungan rangsangan seperti yang dimaksud oleh pengirim pesan. Dalam hal ini komunikator dikatakan efektif bila penerima atau komunikan memperoleh pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya (kadang-kadang komunikator menyampaikan pesan tanpa disengaja).
2) Kesenangan

Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan maksud tertentu. Sebenarnya, tujuan mazhab analisis transaksional adalah sekadar berkomunikasi dengan orang lain untuk menimbulkan kesejahteraan bersama.

3) Mempengaruhi sikap

Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan. Dalam setiap situasi berusaha mempengaruhi sikap orang lain, dan berusaha agar orang lain memahami ucapan kita. Proses merubah dan merumuskan kembali sikap atau pengaruh sikap (attitude nfluence) berlangsung terus dalam hidup. Dalam hubungan antara dua orang pengaruh sikap sering disebut ”pengaruh sosial”.
4) Memperbaiki hubungan

Sudah menjadi keyakinan kita jika seseorang dapat memilih kata yang tepat, mempersiapkan jauh sebelumnya, dan mengemukakan dengan tepat pula, maka hasil komunikasi yang sempurna dapat dipastikan.
5) Tindakan

Banyak orang yang berpendapat bahwa komunikasi apapun tidak ada gunanya jika tidak memberi hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sampai saat ini hasil-hasil yang telah dibahas, pemahaman, keterangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, penting dalam kesempatan di tempat tertentu.
Efektifitas komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya (Rakhmat, 1994:26). Kredibilitas komunikator juga tergantung pada pesan yang dikomunikasikan, apabila komunikator dianggap sebagai seorang ahli, baik itu timbul dari pendidikan yang lebih baik, status sosial atau jabatan profesi yang lebih tinggi maka komunikan akan mempercayai komunikator. (Effendy, 1993:44).

Komunikasi yang efektif yakni ketika komunikasi yang dilakukan berhasil dan mencapai makna yang sama, ketika apa yang disampaikan komunikator mengandung makna yang sama. 

2.5 Tinjauan tentang partai politik dan Pemilihan Umum
2.5.1 Definisi partai politik 
Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk  mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Batasan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mark N. Hagopian. Menurutnya, partai politik adalah ”suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan” (Amal, 1996:15).
Beberapa definisi mengenai partai politik oleh Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar ilmu Politik:

· Carl J. Friedrich: ”Partai poltik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil”.

· R.H Soltau: ”Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.
· Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political Parties mengemukakan definisi sebagi berikut: ”Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.
Dr. Ichlasul Amal dalam bukunya teori-teori mutakhir partai politik mengemukakan perbedaan jenis partai-partai yang ada di berbagai negara dewasa ini mudah dikenali melalui pengamatan terhadap basis sosiologi partai-partai itu sendiri. Sekurang-kurangnya tedapat 5 jenis partai politik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, yakni:

1. Partai Proto
Adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Sesungguhnya partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat. 

2. Partai Kader
Merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan serta para pemberi dana. Partai kader lebih tampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin.
3. Partai Massa

Muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu espon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Tujuan utama partai ini tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga ”memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa.”

4. Partai Diktatorial

Merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota-anggota partai. Untuk diterima sebagai anggota partai ini seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai diktatorial menuntut pengabdian secara total setiap anggotanya.
5. Partai Catch-all
Merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all petama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer yang dapat diartikan sebagai ”menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.
Partai politik seringkali dijumbuhkan dengan kelompok kepentingan (interest groups) ataupun kelompok penekan (pressure groups). Namun, bagaimanapun juga partai politik berbeda dengan kedua bentuk kelompok tersebut. Partai politik dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan publik. Sementara kelompok kepentingan dan kelompok penekan lebih memilih cara-cara persuasi dan propaganda dalam usahanya untuk mempengaruhi pemerintah.
2.5.2 Fungsi Partai Politik
Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik menguraikan fungsi partai politik sebagai berikut:
1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Di lain pihak, partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijkasanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.
2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialization)
Di dalam ilmu politik, sosialisai politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlak dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berngsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nlai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai berusaha menciptakan ”image”  bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceamah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya. 
3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa mendatang yang akan menggantikan pimpinan lama (selection of leadership).
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.  
2.5.3 Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan
Dr. Ichlasul Amal dalam bukunya Teori-teori Mutakhir Patai Politk mengemukakan bahwa sistem kepartaian memiliki kaitan yang erat dengan sistem pemilihan. Dalam arti politik, sistem pemilihan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi (negara) yang dengannya seluruh atau sebagian anggota organisasi tersebut memilih sejumlah oang untuk menduduki jabatan dalam organsasi itu sendiri. 

Pemilihan berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi atau mengabsahkan penugasan seseorang pada jabatan tertentu dalam pemerintahan.aspek penting lain pada pemilihan adalah ”patisipasi individu”. Sebagai pemilihan dan ”otoritas absah” (legitimate authority) yang diberikan kepada mereka yang terpilih. Dalam kaitan ini, organisasi kepartaian selain berfungsi sebagai wadah pemersatu berbagai kepentingan juga berfungsi sebagai wadah untuk membina karier politik seseorang.

Pada masyarakat yang semakin kompleks seperti sekarang ini, sistem pemilihan tampil dalam konteks yang berbeda-beda. Bagi sejumlah negara, pemilihan seringkali lebih bersifat kegiatan ritual daripada kegiatan yang mengusahakan secara sungguh-sungguh terealisasinya fungsi-fungsi pemilihan. Dalam hal ini, pemilihan tidak mempunyai makna sebagai pergantian kepemimpinan secara absah dan teratur, melainkan sebagai kegiatan ritual untuk memobilisasi massa-rakyat agar berpartisipasi dalam mengabsahkan strategi persatuan nasional dan pengontrolan perbedaan pendapat yang dilakukan oleh penguasa.
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